
BUPATI POHUWATO

PROVINSI GORONTALO

PERATURAN BUPATI POHUWATO 
NOMOR 15 TAHUN 2023

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN POHUWATO

TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI POHUWATO,

M enim bang : a. bahw a u n tu k  m elak san ak an  k e ten tu an  Pasal 20 aya t (2)

d an  Pasal 26 ayat (2) U ndang-U ndang Nomor 25 T ahun  

2004 ten ta n g  S istem  P erencanaan  Pem bangunan  Nasional, 

R encana Keija Pem erintah D aerah (RKPD) sebagai rencana  

keija  ta h u n a n  d aerah  yang  m erupakan  pen jabaran  RPJMD 

d ite tap k an  dengan P era tu ran  Kepala Daerah; 

b. bahw a b e rd asa rk an  pertim bangan  sebagaim ana d im aksud  

dalam  h u ru f  a, perlu  m ene tapkan  Peratu ran  B upati ten tan g  

R encana Kerja Pem erintah D aerah K abupaten Pohuw ato 

T ahun  2024.

Mengingat : 1. U ndang-U ndang Nomor 28 T ahun  1999 ten tang

Penyelenggara Negara yang Bersih dan  B ebas dari Korupsi, 

Kolusi dan  Nepotisme (Lem baran Negara Republik Indonesia 

T ahun  1999 Nomor 75, T am bahan  Lem baran Negara 

Republik Indonesia  Nomor 3851);

2. U ndang-U ndang Nomor 6 T ahun  2003 ten tang

Pem bentukan K abupaten Bone Bolango d an  K abupaten

Pohuw ato di Provinsi G orontalo (Lembaran Negara Republik 

Indonesia  Nomor 26 T ahun  2003, T am bahan  Lem baran 

Negara Republik Indonesia  Nomor 4269);
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BUPATI POHUWATO 

PROVINSI GORONTALO 

PERATURAN BUPATI POHUWATO 
NOMOR 15 TAHUN 2023 

TENTANG 

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN POHUWATO 

Menimbang : 

Mengingat 

TAHUN 2024 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI POHUWATO, 

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (2) 

dan Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 

2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, 

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebagai rencana 

kerja tahunan daerah yang merupakan penjabaran RPJMD 

ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah, 

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang 

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pohuwato 

Tahun 2024. 

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 

Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, 

Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 3851), 

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003 tentang 

Pembentukan Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten 

Pohuwato di Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 26 Tahun 2003, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4269), 
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3. U ndang-U ndang Nomor 17 T ahun  2003 ten tan g  Keuangan 

Negara (Lem baran Negara Republik Indonesia T ahun  2003 

Nomor 47, T am bahan  Lem baran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4286);

4. U ndang-U ndang Nomor 25 T ahun  2004 ten tan g  Sistem  

P erencanaan  P em bangunan  Nasional (Lem baran Negara 

Republik Indonesia  T ahun  2004 Nomor 104, T am bahan  

Lem baran Negara Republik Indonesia  Nomor 4421);

5. U ndang-U ndang Nomor 12 T ahun  2011 ten tang  

P em bentukan  P era tu ran  P erundang-undangan  (Lembaran 

Negara Republik Indonesia T ahun  2011 Nomor 82, 

T am bahan  Lem baran Negara Republik Indonesia  Nomor 

5234) sebagaim ana  telah  d iubah  beberapa kali te rak h ir 

dengan U ndang-U ndang Nomor 13 T ahun  2022 ten tang  

P erubahan  kedua Atas U ndang- U ndang Nomor 12 T ahun  

2011 ten tan g  Pem bentukan P era tu ran  Perundang-undangan  

(Lem baran Negara Republik Indonesia  T ahun  2022 Nomor 

143, T am bahan  Lem baran Negara Republik Indonesia  Nomor 

6801);

6. U ndang-U ndang Nomor 23 T ahun  2014 ten tang  Pem erin tahan  

D aerah sebagaim ana telah d iubah  beberapa kali te rakh ir 

dengan U ndang-U ndang Nomor 6 T ahun  2023 ten tang  

P enetapan  P e ra tu ran  Pem erin tah  Pengganti U ndang-U ndang 

Nomor 2 T ahun  2022 T entang C ipta Kerja Menjadi U ndang- 

U ndang (Lem baran Negara Republik Indonesia T ahun  2022 

Nomor 441, (T am bahan L em baran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6856);

7. P era tu ran  Pem erintah Nomor 20 T ahun  2004 ten tan g  R encana 

Kerja Pem erintah (Lem baran Negara Republik Indonesia  

T ahun  2004 Nomor 45, T am bahan  Lem baran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4385);

8. P era tu ran  Pem erintah Nomor 8 T ahun  2008 ten tang  

T ahapan , T ata C ara P enyusunan , Pengendalian Dan Evaluasi 

P e laksanaan  R encana P em bangunan  D aerah (Lem baran 

Negara Republik Indonesia T ahun  2008  Nomor 21, T am bahan  

Lem baran Negara Republik Indonesia  Nomor 4817);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4286), 

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421), 

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang 

Perubahan kedua Atas Undang- Undang Nomor 12 Tahun 

2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 

143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

6801), 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang 

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang 

Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang- 

Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 

Nomor 441, (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6856), 

Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana 

Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2004 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4385): 

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang 

Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi 

Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817), 
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9. P era tu ran  Pem erintah Nomor 2 T ahun  2018 ten ta n g  S tan d ar 

Pelayanan Minimal (Lem baran Negara Republik Indonesia 

T ahun  2018 Nomor 2, T am bahan  Lem baran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6178);

10. P era tu ran  Pem erin tah  Nomor 21 T ahun  2021 ten tang  

Penyelenggaraan P ena taan  R uang (Lem baran Negara Republik 

Indonesia  T ahun  2021 Nomor 31, T am bahan  Lem baran 

Negara Republik Indonesia  Nomor 6633);

1 1. P era tu ran  Presiden Republik Indonesia Nomor 72 T ahun  2021 

ten tan g  Percepatan P en u ru n an  S tun ting  (Lem baran Negara 

Republik Indonesia T ahun  2021 Nomor 172);

12. P era tu ran  Menteri Dalam Negeri Nomor 80 T ahun  2015 

ten tan g  P em bentukan  Produk H ukum  D aerah (Berita Negara 

Republik Indonesia T ahun  2015 Nomor 2036), sebagaim ana 

telah  d iu b ah  dengan P era tu ran  M enteri Dalam Negeri Nomor 

120 T ahun  2018 (Berita Negara Republik Indonesia  T ahun  

2018 Nomor 157);

13. P era tu ran  Menteri Dalam Negeri Nomor 86 T ahun  2017 

ten ta n g  T ata  C ara  Perencanaan , Pengendalian dan  Evaluasi 

P em bangunan  D aerah, T ata  C ara Evaluasi R ancangan 

P eratu ran  D aerah T entang  R encana Pem bangunan Ja n g k a  

Panjang D aerah Dan R encana Pem bangunan  Ja n g k a  

M enengah D aerah Serta  T ata  C ara P erubahan  R encana 

P em bangunan  Ja n g k a  Panjang D aerah, R encana 

Pem bangunan Ja n g k a  M enengah D aerah Dan Rencana Kerja 

Pem erintah D aerah (Berita Negara Republik Indonesia  T ahun  

2017  Nomor 1312);

14. P era tu ran  Menteri Dalam Negeri Nomor 18 T ahun  2020 

ten tan g  P eratu ran  Pelaksanaan  P era tu ran  Pem erintah Nomor 

13 T ahun  2019 ten tang  Laporan Evaluasi Penyelenggaraan 

Pem erintah D aerah (Berita Negara Republik Indonesia  T ahun  

2020 Nomor 288);

15. P era tu ran  Menteri Dalam Negeri Nomor 81 T ahun  2022 

ten tan g  Pedom an P enyusunan  R encana Kerja Pem erintah 

D aerah T ahun  2023 (Berita Negara Republik Indonesia  Tahun 

2022 Nomor 590);

10. 

1 

12. 

13. 

14. 

15. 

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar 

Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6178): 

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang 

Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6633): 

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2021 

tentang Percepatan Penurunan Stunting (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172), 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 

tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana 

telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 

120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

2018 Nomor 157), 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 

tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi 

Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan 

Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka 

Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah Daerah Serta Tata Cara Perubahan Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Daerah Dan Rencana Kerja 

Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

2017 Nomor 1312): 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 

tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 

13 Tahun 2019 tentang Laporan Evaluasi Penyelenggaraan 

Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

2020 Nomor 288), 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 

tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah 

Daerah Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

2022 Nomor 590), 
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16. P era tu ran  D aerah K abupaten Pohuw ato Nomor 1 T ahun  2011 

ten tan g  R encana P em bangunan  Ja n g k a  Panjang D aerah 

K abupaten Pohuw ato T ahun  2009-2025 (Lem baran D aerah 

K abupaten  Pohuw ato T ahun  2011 Nomor 117, T am bahan  

Lem baran D aerah K abupaten Pohuw ato Nomor 105);

17. P e ra tu ran  D aerah K abupaten Pohuw ato Nomor 4 T ahun  2021 

ten tang  R encana Pem bangunan Ja n g k a  M enengah D aerah 

(RPJMD) K abupaten Pohuw ato T ahun  2021-2026 (Lem baran 

D aerah K abupaten Pohuw ato T ahun  2016 Nomor 235, 

T am bahan  Lem baran D aerah K abupaten Pohuw ato Nomor 

199).

MEMUTUSKAN :

M enetapkan : PERATURAN BUPAT1 TENTANG RENCANA KERJA
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN POHUWATO TAHUN 
2024.

BAB I

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1

Dalam P era tu ran  B upati ini yang d im aksud  dengan :

1. D aerah adalah  K abupaten Pohuw ato sebagai k e sa tu an  m asy arak a t 

h u k u m  yang m em punyai b a ta s -b a ta s  wilayah yang  berw enang m engatu r 

dan  m engurus u ru sa n  pem erin tahan  dan  kepentingan m asyarakat 

se tem pat m en u ru t p rak a rsa  sendiri be rd asa rk an  asp irasi m asyarakat 

dalam  sistem  Negara K esatuan  Republik Indonesia.

2. Pem erin tahan  D aerah ad a lah  penyelenggaraan u ru sa n  pem erin tahan  oleh 

Pem erintah D aerah d an  DPRD m en u ru t a sa s  otonom i dan  tugas 

pem bangunan  dengan prinsip  otonom i se luas-luasnya  dalam  sistem  dan 

prinsip  Negara K esatuan  Republik Indonesia  sebagaim ana d im aksud  

dalam  U ndang-U ndang D asar Negara Republik Indonesia T ahun  1945.

3. B upati adalah  B upati Pohuwato.

4. Pem erintah D aerah ad a lah  B upati dan  Perangkat D aerah sebagai u n su r  

penyelenggara pem erin tah  daerah  di K abupaten  Pohuw ato

5. Dewan Perwakilan Rakyat D aerah yang se lan ju tnya  d isingkat DPRD 

adalah  lem baga perw akilan rakya t daerah  yang berkedudukan  sebagai 

u n s u r  penyelenggara pem erin tahan  daerah .
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16. Peraturan Daerah Kabupaten Pohuwato Nomor 1 Tahun 2011 

tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah 

Kabupaten Pohuwato Tahun 2009-2025 (Lembaran Daerah 

Kabupaten Pohuwato Tahun 2011 Nomor 117, Tambahan 

Lembaran Daerah Kabupaten Pohuwato Nomor 105): 

17. Peraturan Daerah Kabupaten Pohuwato Nomor 4 Tahun 2021 

tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 

(RPJMD) Kabupaten Pohuwato Tahun 2021-2026 (Lembaran 

Daerah Kabupaten Pohuwato Tahun 2016 Nomor 235, 

Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pohuwato Nomor 

199). 

MEMUTUSKAN : 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA 

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN POHUWATO TAHUN 

2024. 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 

1, Daerah adalah Kabupaten Pohuwato sebagai kesatuan masyarakat 

hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur 

dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat 

setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat 

dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh 

Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas 

pembangunan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan 

prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud 

dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 

Bupati adalah Bupati Pohuwato. 

Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur 

penyelenggara pemerintah daerah di Kabupaten Pohuwato 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD 

adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai 

  unsur penyelenggara pemerintahan daerah. Bia 
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6. P erencanaan  adalah  su a tu  proses u n tu k  m enen tukan  tin d ak an  m asa  

depan  yang tepa t, melalui u ru ta n  p ilihan  dengan m em perh itungkan  

sum ber daya yang tersedia.

7. Pem bangunan  daerah  ad a lah  pem anfaa tan  sum ber daya yang dimiliki 

u n tu k  pen ingkatan  kese jah teraan  m asyarakat yang nya ta , baik  dalam  

aspek  p en d ap a tan , k esem patan  kerja, lapangan  b e ru sah a , ak ses  te rh ad ap  

pengam bilan kebijakan, berdaya saing m au p u n  pen ingkatan  indeks 

pem bangunan  m anusia .

8. P erencanaan  pem bangunan  daerah  adalah  su a tu  p roses p en y u su n an  

ta h a p a n -ta h a p a n  kegiatan  yang  m elibatkan  berbagai u n su r  pem angku 

kepentingan d idalam nya gu n a  pem anfaa tan  dan  pengalokasian sum ber 

daya yang ad a  dalam  rangka  m eningkatkan  kese jah te raan  sosial dalam  

su a tu  lingkungan w ilay ah /d ae rah  dalam  jan g k a  w aktu  terten tu .

9. R encana P em bangunan  Ja n g k a  Panjang D aerah yang se lan ju tnya  

d isingkat RPJPD adalah  dokum en perencanaan  daerah  u n tu k  periode 20 

(dua puluh) tah u n .

10. R encana P em bangunan  Ja n g k a  M enengah D aerah yang  se lan ju tnya  

d isingkat RPJMD ad alah  dokum en perencanaan  daerah  u n tu k  periode 5 

(lima) tah u n .

11. R encana Kerja Pem erintah D aerah yang  se lan ju tnya  d isingkat RKPD 

adalah  dokum en p e ren can aan  daerah  u n tu k  periode 1 (satu) tah u n .

12. R encana stra teg is  perangkat d aerah  yang  se lan ju tnya  d isingkat dengan 

Renstra-PD  adalah  dokum en pe ren can aan  perangkat d aerah  u n tu k  

periode 5 (lima) tah u n .

13. R encana kerja  perangkat daerah  a ta u  d isebu t Renja-PD ad a lah  dokum en 

perencanaan  perangkat d aerah  u n tu k  periode 1 (satu) tah u n .

14. Visi ad a lah  ru m u sa n  um um  m engenai keadaan  yang d iinginkan pada 

ak h ir periode perencanaan .

15. Misi adalah  ru m u sa n  um um  m engenai upaya-upaya yang akan  

d ilak san ak an  u n tu k  m ew ujudkan  visi.

16. S trategi adalah  langkah-langkah  berisikan  program -program  ind ikatif 

u n tu k  m ew ujudkan visi dan  misi.

17. Kebijakan ad a lah  a ra h /tin d a k a n  yang diam bil oleh pem erin tah  daerah  

u n tu k  m encapai tu ju an .
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Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa 

depan yang tepat, melalui urutan pilihan dengan memperhitungkan 

sumber daya yang tersedia. 

Pembangunan daerah adalah pemanfaatan sumber daya yang dimiliki 

untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat yang nyata, baik dalam 

aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses terhadap 

pengambilan kebijakan, berdaya saing maupun peningkatan indeks 

pembangunan manusia. 

Perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses penyusunan 

tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku 

kepentingan didalamnya guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber 

daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam 

suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu. 

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya 

disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 20 

(dua puluh) tahun. 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya 

disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 

(lima) tahun. 

Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD 

adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun. 

Rencana strategis perangkat daerah yang selanjutnya disingkat dengan 

Renstra-PD adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk 

periode 5 (lima) tahun. 

Rencana kerja perangkat daerah atau disebut Renja-PD adalah dokumen 

perencanaan perangkat daerah untuk periode 1 (satu) tahun. 

Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada 

akhir periode perencanaan. 

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan 

dilaksanakan untuk mewujudkan visi. 

Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif 

untuk mewujudkan visi dan misi. 

Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh pemerintah daerah 

untuk mencapai tujuan. 

  

    

  

 



18. Program adalah  in stru m en  kebijakan yang berisi sa tu  a ta u  lebih kegiatan 

yang d ilak san ak an  oleh perangkat daerah  u n tu k  m encapai sa sa ra n  dan 

tu ju a n  se rta  u n tu k  m em peroleh alokasi anggaran  a ta u  kegiatan 

m asy arak a t yang  d ikoord inasikan  oleh B adan Perencanaan Penelitian dan  

Pen gem ban gan.

19. P rak iraan  m aju  adalah  p erh itu n g an  k e b u tu h a n  d an a  u n tu k  ta h u n - ta h u n  

beriku tnya  dari tah u n  anggaran  yang d irencanakan  g u n a  m em astikan  

kesinam bungan  kebijakan yang telah d ise tu ju i u n tu k  se tiap  program  dan 

keg ia tan .

20. Indikator k inerja  ad a lah  a la t u k u r  u n tu k  m enilai keberhasilan  

pem bangunan  secara  k u a n tita tif  dan  kualitatif.

21. M usyaw arah pe ren can aan  pem bangunan  yang  se lan ju tnya  d isingkat 

m usrenbang  ad a lah  forum  a n ta r  pem angku kepentingan  dalam  rangka 

m en y u su n  ren can a  pem bangunan  daerah .

22. Pem angku kepentingan  adalah  p ihak -p ihak  yang langsung  a ta u  tidak  

langsung  m endapatkan  m anfaat a ta u  dam pak  dari perencanaan  dan  

p e lak san aan  pem bangunan  daerah .

(1) RKPD m em uat visi, m isi, tu ju a n , sa sa ra n , program  dan  keg iatan  T ahun  

2024.

(2) Ju m la h  program  pada  dokum en RKPD sebagaim ana d im aksud  pada ayat

(1) sebanyak  233 program , 606 kegiatan , dan  1.565 sub  kegiatan.

(3) RKPD d isu su n  sesua i dengan kondisi capa ian  k inerja tah u n  lalu, 

perkem bangan  asp irasi m asyarakat, karak teristik  se rta  potensi daerah  

K abupaten  Pohuw ato dan  m engacu pada  RPJMD K abupaten Pohuw ato 

T ahun  2021 - 2026.

(4) RKPD ini berlaku  u n tu k  periode 1 (satu) ta h u n  yaitu  T ahun  2023 yang 

dim ulai pada  tanggal 1 J a n u a r i  2023 dan  berakh ir pada  tanggal 31 

D esem ber 2023.

B A B  11

RUANG LINGKUP RKPD

Pa sal 2

18, 

19, 

20. 

21. 

22: 

(1) 

Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan 

yang dilaksanakan oleh perangkat daerah untuk mencapai sasaran dan 

tujuan serta untuk memperoleh alokasi anggaran atau kegiatan 

masyarakat yang dikoordinasikan oleh Badan Perencanaan Penelitian dan 

Pengembangan. 

Prakiraan maju adalah perhitungan kebutuhan dana untuk tahun-tahun 

berikutnya dari tahun anggaran yang direncanakan guna memastikan 

kesinambungan kebijakan yang telah disetujui untuk setiap program dan 

kegiatan. 

Indikator kinerja adalah alat ukur untuk menilai keberhasilan 

pembangunan secara kuantitatif dan kualitatif. 

Musyawarah perencanaan pembangunan yang selanjutnya disingkat 

musrenbang adalah forum antar pemangku kepentingan dalam rangka 

menyusun rencana pembangunan daerah. 

Pemangku kepentingan adalah pihak-pihak yang langsung atau tidak 

langsung mendapatkan manfaat atau dampak dari perencanaan dan 

pelaksanaan pembangunan daerah. 

BAB II 

RUANG LINGKUP RKPD 

Pasal 2 

RKPD memuat visi, misi, tujuan, sasaran, program dan kegiatan Tahun 

2024. 

Jumlah program pada dokumen RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) sebanyak 233 program, 606 kegiatan, dan 1.565 sub kegiatan. 

RKPD disusun sesuai dengan kondisi capaian kinerja tahun lalu, 

perkembangan aspirasi masyarakat, karakteristik serta potensi daerah 

Kabupaten Pohuwato dan mengacu pada RPJMD Kabupaten Pohuwato 

Tahun 2021 - 2026. 

RKPD ini berlaku untuk periode 1 (satu) tahun yaitu Tahun 2023 yang 

dimulai pada tanggal 1 Januari 2023 dan berakhir pada tanggal 31 

Desember 2023. 
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BAB III

SISTEMATIKA RKPD 

Pasal 3

(1) S istem atika  RKPD adalah  :

Bab I P endahu luan

Berisi la ta r  belakang, d a sa r  h u k u m  p en y u su n an , h u b u n g a n  RKPD 

dengan dokum en lainnya, m aksud  d an  tu ju a n , dan  sistem atika  

dokum en RKPD.

Bab II G am baran  U m um  Kondisi D aerah

Berisi gam baran  um um  kondisi daerah , aspek  geografi dan 

dem ografi, aspek  kese jah te raan  m asyarakat, aspek  pelayanan 

um um  dan  aspek  daya saing daerah , evaluasi pe laksanaan  

program  dan  kegiatan RKPD sam pai ta h u n  berjalan  dan  realisasi 

RPJMD se rta  te rak h ir pe rm asa lah an  pem bangunan  daerah .

Bab III Kerangka Ekonomi D aerah dan  K ebijakan K euangan D aerah

M encakup a ra h  kebijakan ekonom i d aerah  dan  a ra h  kebijakan 

keuangan  daerah .

Bab IV Prioritas dan  S asa ran  P em bangunan  D aerah

M encakup tu ju a n  dan  sa sa ran  pem bangunan  dan  prio ritas 

pem bangunan  daerah .

Bab V R encana Kerja dan  P endanaan  D aerah.

M encakup program  prio ritas dan  kerangka  p en d an aan  ta h u n  2023.

Bab VI Kinerja Penyelenggaraan Pem erin tah  D aerah.

M encakup ind ikator k inerja u tam a  dan  indikator k inerja  kunci 

ta h u n  2023.

Bab VII Penutup.

(2) RKPD sebagaim ana  d im aksud  pada  ayat (1) te rcan tu m  dalam  lam piran  dan

m erupakan  bagian tidak  te rp isah k an  dari p e ra tu ra n  ini.

BAB IV

MAKSUD DAN TUJUAN 

Pasal 4

M aksud dari p en y u su n an  RKPD ini ad a lah  u n tu k  m en g arah k an  dan  

m ensinerg ikan  program  pem bangunan  d aerah  T ahun  2024 yang telah 

d itargetkan  pada  periode pem erin tahan  ketiga dengan ren can a  kerja  perangkat 

daerah  lingkup K abupaten Pohuw ato yang te lah  m engakom odir asp irasi 

m asy arak a t m elalui MUSRENBANG dan hasil reses anggota DPRD K abupaten 

Pohuw ato. P A H A f

O P D
f ' t  R A J

o

C  A M C ,

' . U - .  .

i

BAB III 

SISTEMATIKA RKPD 

Pasal 3 

(1) Sistematika RKPD adalah : 

Babl Pendahuluan 

Berisi latar belakang, dasar hukum penyusunan, hubungan RKPD 

dengan dokumen lainnya, maksud dan tujuan, dan sistematika 

dokumen RKPD. 

BablIl Gambaran Umum Kondisi Daerah 

Berisi gambaran umum kondisi daerah, aspek geografi dan 

demografi, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan 

umum dan aspek daya saing daerah, evaluasi pelaksanaan 

program dan kegiatan RKPD sampai tahun berjalan dan realisasi 

RPJMD serta terakhir permasalahan pembangunan daerah. 

Bab III Kerangka Ekonomi Daerah dan Kebijakan Keuangan Daerah 

Mencakup arah kebijakan ekonomi daerah dan arah kebijakan 

keuangan daerah. 

Bab IV Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah 

Mencakup tujuan dan sasaran pembangunan dan prioritas 

pembangunan daerah. 

Bab V Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah. 

Mencakup program prioritas dan kerangka pendanaan tahun 2023. 

Bab VI Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. 

Mencakup indikator kinerja utama dan indikator kinerja kunci 

tahun 2023. 

Bab VII Penutup. 

(2) RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran dan 

merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini. 

BAB IV 

MAKSUD DAN TUJUAN 

Pasal 4 

Maksud dari penyusunan RKPD ini adalah untuk mengarahkan dan 

mensinergikan program pembangunan daerah Tahun 2024 yang telah 

ditargetkan pada periode pemerintahan ketiga dengan rencana kerja perangkat 

daerah lingkup Kabupaten Pohuwato yang telah mengakomodir aspirasi 

masyarakat melalui MUSRENBANG dan hasil reses anggota DPRD Kabupaten 

  

Pohuwato. PARAT 1 
opo PE RANCANG 

mnsasbenam esa 

  

       



Pasal 5

T ujuan dari p e n y u su n an  RKPD ad alah  :

1. u n tu k  m em fokuskan program  pem bangunan  daerah  yang d ilak san ak an  

dalam  periode sa tu  ta h u n  b e rd asa rk an  target-target RPJMD 2021 -  2026.

2. u n tu k  m ensinerg ikan  dan  m engin tegrasikan  program  kerja perangkat 

daerah  ke su a tu  ren can a  te rp ad u  yang  berorientasi m ew ujudkan visi dan  

misi pem erin tah  daerah .

3. sebagai pedom an dalam  p en y u su n an  KUA, PPAS, RAPBD d an  APBD tah u n  

2024.

4. sebagai referensi pem erin tah  provinsi dan  p u sa t dalam  m engalokasikan 

program  dan kegiatan  di K abupaten  Pohuw ato.

5. sebagai pedom an bagi m asy arak a t d an  p e n g u sah a  sw asta  dalam  

berpartis ipasi dalam  pem bangunan  daerah .

BAB V

TAHAPAN PENYUSUNAN RKPD 

Pasal 6

R encana Kerja Pem erin tah  D aerah d isu su n  dengan ta h a p an  :

1. P enyusunan  ran can g an  awal.

2. P e laksanaan  m usrenbang  desa.

3. P e laksanaan  m u sren b an g  kecam atan .

4. P e laksanaan  forum  perangkat daerah .

5. P e laksanaan  m usrenbang  kabupaten .

6. P enyusunan  ran can g an  akhir; dan

7. Penetapan RKPD.

BAB VI

K AIDAH PELAKSANAAN 

Pasal 7

(1) RKPD ta h u n  2024 m erupakan  acu an  d an  pedom an dalam  m enyusun  

kebijakan publik  berupa  kerangka  regulasi m au p u n  kerangka anggaran  

dalam  Anggaran Pendapatan  Belanja D aerah (APBD) T ahun  Anggaran 

2024.

(2) M asyarakat lu as  d ap a t berperan  serta  dalam  perancangan  dan  perum usan  

kebijakan  program  pem bangunan  se rta  m engaw asi pe laksanaan  kebijakan 

kegiatan program -program  pem bangunan .

P A R A r

O P O
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Pasal 5 

Tujuan dari penyusunan RKPD adalah : 

l. untuk memfokuskan program pembangunan daerah yang dilaksanakan 

dalam periode satu tahun berdasarkan target-target RPJMD 2021 - 2026. 

untuk mensinergikan dan mengintegrasikan program kerja perangkat 

daerah ke suatu rencana terpadu yang berorientasi mewujudkan visi dan 

misi pemerintah daerah. 

sebagai pedoman dalam penyusunan KUA, PPAS, RAPBD dan APBD tahun 

2024. 

sebagai referensi pemerintah provinsi dan pusat dalam mengalokasikan 

program dan kegiatan di Kabupaten Pohuwato. 

sebagai pedoman bagi masyarakat dan pengusaha swasta dalam 

berpartisipasi dalam pembangunan daerah. 

BAB V 

TAHAPAN PENYUSUNAN RKPD 

Pasal 6 

Rencana Kerja Pemerintah Daerah disusun dengan tahapan : 

na
 

SN
 

NI 
ANN

 
N
a
 

(1) 

(2) 

Penyusunan rancangan awal. 

Pelaksanaan musrenbang desa. 

Pelaksanaan musrenbang kecamatan. 

Pelaksanaan forum perangkat daerah. 

Pelaksanaan musrenbang kabupaten. 

Penyusunan rancangan akhir, dan 

Penetapan RKPD. 

BAB VI 

KAIDAH PELAKSANAAN 

Pasal 7 

RKPD tahun 2024 merupakan acuan dan pedoman dalam menyusun 

kebijakan publik berupa kerangka regulasi maupun kerangka anggaran 

dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 

2024. 

Masyarakat luas dapat berperan serta dalam perancangan dan perumusan 

kebijakan program pembangunan serta mengawasi pelaksanaan kebijakan 

kegiatan program-program pembangunan. 
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(3) U ntuk m enjaga efektivitas pe laksanaan  program , perangkat d aerah  wajib 

m elakukan  p em an tau an  p e lak san aan  kegiatan  dan  m engevaluasi/ 

m engoreksi jik a  d iperlukan  dan  se lan ju tnya  m elaporkan  kepada Bupati 

Pohuw ato secara  berkala  setiap  3 (tiga) b u lan  sesua i k e ten tu an  perundang- 

undangan .

EiAB VII

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 8

P era tu ran  B upati ini m ulai berlaku  pada  tanggal d iundangkan .

Agar se tiap  o rang  m engetahu inya, m em erin tahkan  pengundangan  P era tu ran

Bupati ini dengan penem patannya  dalam  B erita D aerah K abupaten Pohuwato.

D itetapkan  di M arisa
pada  tanggal 12 J u l i  2023

BUPATI POHUWATO,

BERITA DAERAH KABUPATEN POHUWATO TAHUN 2022 NOMOR ..l5

P A R A f  ( C O O R D I N A T O R  1

l iC I C R E  'A P I S -  0  A E  R A H

|A S I b ? E N P l M K . E S R A

A S 8 T E N ........................ ..................................

K E P A I A  g , A ? p p 6 p A

i K E P A I A  3 A G I A J N  H U K 'J M V l i  •

j K t  I’ A i A  t l 'D A N O  .

K A S 'J 9 A G / ) S  . . .  ..................................

jP E L A K S A N A

(3) Untuk menjaga efektivitas pelaksanaan program, perangkat daerah wajib 

melakukan pemantauan pelaksanaan kegiatan dan mengevaluasi/ 

mengoreksi jika diperlukan dan selanjutnya melaporkan kepada Bupati 

Pohuwato secara berkala setiap 3 (tiga) bulan sesuai ketentuan perundang- 

undangan. 

BAB VII 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 8 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 

Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pohuwato. 

Ditetapkan di Marisa 
pada tanggal 1? Juli 2023 

BUPATI POHUWATO, 

DD 

AIPUL A. MBUINGA 

Diundangkan di Marisa , 
pada tanggal P duli 20923 

SEKRETARIS DAE KABUPATEN POHUWATO,     

     
ISKANDAR DATAU 

BERITA DAERAH KABUPATEN POHUWATO TAHUN 2022 NOMOR P1 

PA RAFI KOORDINATOR 
—m—. sen empat ni 

SEKCRE TARIS DAE toh 
— — —mh — 

Asa Ei N PLMKE SRA 
—sa vc m— 

ANSIEN. 

(KEPALA... barppepi nh 

ir PAL ALA BAGIAN CAN UM 

C PALA BIDANG P2EP p 2 

(KAS UBAG/)F 

PELAKSANA |



PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN POHUWATO 

NOMOR 15 TAHUN 2023 

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH 

KABUPATEN POHUWATO TAHUN 2024

K abupaten  Pohuw ato lah ir dari ad an y a  kebijakan desen tra lisasi yang 

d iam an a tk an  oleh U ndang-U ndang Nomor 32 T ahun  2004 ten tan g  

P em erin tahan  D aerah. Dalam  perja lanannya, K abupaten Pohuw ato 

m em perlihatkan  perkem bangan  yang cu k u p  d inam is dalam  aspek  

pem bangunan , pem erin tahan  dan  pelayanan  kem asyaraka tan . K abupaten  

ini m eru p ak an  wilayah andalan  dan  m erupakan  lum bung pangan  bagi 

Provinsi G orontalo yang  d iharapkan  dengan  a d an y a  potensi ini m am pu 

m en ingkatkan  ekonom i dan  daya sa ing  daerah , b e rd asa rk an  prinsip- 

prinsip  dem okrasi, p em erataan , keadilan , keistim ew aan dan  k ek h u su san  

sesua i potensi sum berdaya  dan  keaneka ragam an  yang dimiliki, u n tu k  

seb esar-b esar k em ak m u ran  rakyat, dalam  kerangka pem bangunan  daerah  

dan  Negara K esatuan  Republik Indonesia.

U ntuk m endorong percepatan  di a ta s , pem erin tah  m enyadari bahw a 

partisipasi m asy arak a t ad a lah  m erupakan  p rasy ara t m utlak . B ahkan 

dalam  berbagai ben tuknya , pa rtis ipasi m asy arak a t d ap a t berfungsi sebagai 

m esin  u ta m a  u n tu k  terc ip tanya p e rtu m b u h an  ekonom i yang m em adai. 

H anya dengan partis ipasi seperti ini pula, pen g u atan  ekonom i m asyarakat 

b en ar-b en ar m enyen tuh  segm en m asy arak a t paling  bawah.

Hal lain  yang h a ru s  m en d ap a tk an  pe rh a tian  adalah  k esad aran  sem ua 

p ihak  baik  a p a ra t pem erin tah  m au p u n  m asy arak a t um um  K abupaten 

Pohuw ato bahw a tu n tu ta n  stakeholders  p ada  zam an sekarang  han y a  akan  

sem akin  kom pleks dari w aktu  ke w aktu . T u n tu ta n  ini d itandai dengan 

karak teristik  : 1) k u a lita s  yang lebih baik; 2) memiliki nilai tam bah ; 3) 

m em berikan solusi yang  inovatif; 4) relevan dengan k e b u tu h a n ; dan  5} 

peduli te rh ad ap  lingkungan. K etidakm am puan m erespon tu n tu ta n  ini, 

h an y a  akan  m en jauhkan  stakeho lders dari se tiap  program  a ta u  kegiatan 

yang akan  d ija lankan .

UMUM

PENJELASAN 

ATAS 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN POHUWATO 

NOMOR 15 TAHUN 2023 

TENTANG 

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH 

KABUPATEN POHUWATO TAHUN 2024 

UMUM 

Kabupaten Pohuwato lahir dari adanya kebijakan desentralisasi yang 

diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 

Pemerintahan Daerah. Dalam perjalanannya, Kabupaten Pohuwato 

memperlihatkan perkembangan yang cukup dinamis dalam aspek 

pembangunan, pemerintahan dan pelayanan kemasyarakatan. Kabupaten 

ini merupakan wilayah andalan dan merupakan lumbung pangan bagi 

Provinsi Gorontalo yang diharapkan dengan adanya potensi ini mampu 

meningkatkan ekonomi dan daya saing daerah, berdasarkan prinsip- 

prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan 

sesuai potensi sumberdaya dan keaneka ragaman yang dimiliki, untuk 

sebesar-besar kemakmuran rakyat, dalam kerangka pembangunan daerah 

dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

Untuk mendorong percepatan di atas, pemerintah menyadari bahwa 

partisipasi masyarakat adalah merupakan prasyarat mutlak. Bahkan 

dalam berbagai bentuknya, partisipasi masyarakat dapat berfungsi sebagai 

mesin utama untuk terciptanya pertumbuhan ekonomi yang memadai. 

Hanya dengan partisipasi seperti ini pula, penguatan ekonomi masyarakat 

benar-benar menyentuh segmen masyarakat paling bawah. 

Hal lain yang harus mendapatkan perhatian adalah kesadaran semua 

pihak baik aparat pemerintah maupun masyarakat umum Kabupaten 

Pohuwato bahwa tuntutan stakeholders pada zaman sekarang hanya akan 

semakin kompleks dari waktu ke waktu. Tuntutan ini ditandai dengan 

karakteristik : 1) kualitas yang lebih baik, 2) memiliki nilai tambah, 3) 

memberikan solusi yang inovatif, 4) relevan dengan kebutuhan, dan 5) 

peduli terhadap lingkungan. Ketidakmampuan merespon tuntutan ini, 

hanya akan menjauhkan stakeholders dari setiap program atau kegiatan 

yang akan dijalankan. 
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M engingat Kepala D aerah terpilih ad a lah  lan ju tan  dari kepem im pinan 

periode sebelum nya, RPJMD 2016-2021 je la s  ak an  m enjam in konsistensi 

dan  keberlan ju tan  pencapaian  pem bangunan  lim a ta h u n  sebelum nya. 

U ntuk terc ip tanya p e ru b ah an  yang lebih signifikan, beberapa penguatan  

program  d ilakukan  u n tu k  terc ip tanya inovasi b e rk e lan ju tan  pada  kom oditi 

unggulan  u n tu k  pengem bangan perekonom ian m asyarakat Pohuwato. 

D isam ping itu  strateg i-stra teg i yang m am pu m em bangkitkan  dan  

m eningkatkan  k u a lita s  partisipasi m asy arak a t akan  banyak  m ew arnai 

RPJMD ini. Dengan dem ikian, RPJMD ini ak an  m enjadi 1principle guidance' 

bagi pem erin tah  dan  se lu ru h  stakeholders  dalam  m em bangun K abupaten 

Pohuw ato lim a ta h u n  ke depan.

Secara su b s ta n s i RPJMD Pohuw ato T ahun  2016-2021 m erupakan  

pen jabaran  dari visi, m isi dan  program , k a ren a  itu , dokum en ini m enjadi 

pedom an bagi :

a. Perangkat daerah  dalam  m enyusun  re n s tra  perangkat daerah .

b. Selu ruh  desa  dalam  m enyusun  RPJMDes.

c. Pem erintah d aerah  K abupaten  Pohuw ato dalam  m enyusun  R encana 

Keija Pem erintah D aerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
C ukup  jelas.

P a s a l2
C ukup  jelas.

Pasal 3
C ukup  jelas.

Pasal 4
C ukup  je las r A A A / KOOftOlUATOft /I

Pasal 5
C ukup  je la s

S( KR l T ARIS DA I HAH R f
ASISUN PIVIKSSRA -OP*
A > lM tN .......  .......................  //

Pasal 6 bAffpepA 4
C ukup  je las WPAIA HAT,IAN Hum IM UmC •

Pasal 7 « » A i A 9 DA.N6 Q f t

C ukup  je la s WSU8A6/Jf ...........

Pasal 8
C ukup  Je la s

R tLA A W lA

TAMBAHAN BERITA DAERAH KABUPATEN POHUWATO NOMOR .?$

1. 

Mengingat Kepala Daerah terpilih adalah lanjutan dari kepemimpinan 

periode sebelumnya, RPJMD 2016-2021 jelas akan menjamin konsistensi 

dan keberlanjutan pencapaian pembangunan lima tahun sebelumnya. 

Untuk terciptanya perubahan yang lebih signifikan, beberapa penguatan 

program dilakukan untuk terciptanya inovasi berkelanjutan pada komoditi 

unggulan untuk pengembangan perekonomian masyarakat Pohuwato. 

Disamping itu strategi-strategi yang mampu membangkitkan dan 

meningkatkan kualitas partisipasi masyarakat akan banyak mewarnai 

RPJMD ini. Dengan demikian, RPJMD ini akan menjadi 'principle guidance' 

bagi pemerintah dan seluruh stakeholders dalam membangun Kabupaten 

Pohuwato lima tahun ke depan, 

Secara substansi RPJMD Pohuwato Tahun 2016-2021 merupakan 

penjabaran dari visi, misi dan program, karena itu, dokumen ini menjadi 

pedoman bagi : 

a. Perangkat daerah dalam menyusun renstra perangkat daerah. 

b. Seluruh desa dalam menyusun RPJMDes. 

Cc. Pemerintah daerah Kabupaten Pohuwato dalam menyusun Rencana 

Kerja Pemerintah Daerah. 

PASAL DEMI PASAL 

  

   

Pasal 1 

Cukup jelas. 

Pasal 2 

Cukup jelas. 

Pasal 3 

Cukup jelas. 

Pasal 4 

Cukup jelas o jramaruoonowator || | 
Pasal 5 SEKRETARIS DAERAH | | 

SE Cukup jelas jassten PEMKESRA. 

Pasal 6 lema DAPRPEDA 
Cukup jelas edar Karam mana 

Pasal 7 KEPALA DANG p22pp h. | 4 | 
Cukup jelas GA Aa 1 L 

Pasal 8 3 
Cukup Jelas 

TAMBAHAN BERITA DAERAH KABUPATEN POHUWATO NOMOR .2


